
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang 
Pemenntah Daerah sebagairnana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah; 

I. Undang ·Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten • 
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propmsi 
Surnatera Utara. 

2 Undang - Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, 

c. 

a. bahwa Penerimaan Pescrta Didik Baru pada Taman 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah 
Pcrtama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, 
transparan dan udak diskrirninatif; 

b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan 
Penenmaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak 
kanak, Sekolah Dasar. dan Sekolah Mcnengah 
Pertama dilingkungan Dmas Pendidikan Kabupaten 
Oeh Serdang; 

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penenmaan 
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, 
Sekolah Oasar. dan Sekolah Menengah Pertama, 

BUPATlDELlSERDANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 

PENERlMAA.N PESERTA DIDlK BARU 
PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA 

PERATURAN BUPATl DELI SERDANG 
NOMOR 23 TAHUN 2021 

BUPATIDELISERDANG 
PROVINSl SUMATERA UTARA 

SALIN AN 
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Memperhatikan : I. Surat Keputusan Bersana Men ten Pendidikan dan 
Kebudayaan, Menteri Agama. Menten Kesehatan 
dan Menteri Dalam Ncgen Republik Indonesia 
Nomor 01 /KB/2020. Nomor 516 Tahun 2020 
Nomor HK.03 01/Menkes/363/2020. Nornor 440· 
882 Tahun 2020 Tentang Panduan 
Penvelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 
2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19); 

4. Pf'nttunrn Pf'mnintah Nomor 19 Tahun 2005 1rnlftr11l 
Standar Nasional Pcndichknn -;ehag,11mann ft•lo h 
bcberapa kali diubah terakhir dengan 1'1·1·unum1 

Pernermtah Nomor 13 T,1h11n 2015 '1'1•1111111~· 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pc·rn1•n111ah Nomor 
19 tahun 2005 ten tang Standar Nasional Prndidrkan, 

S. Peraturan Pemcnntah Nomor 48 Tahun 2008 t<·nfan,: 
Pendanaan Pendidikan: 

6. Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 20 IO 11•nt1111i• 
Pengelolaan dan l'cn)rlrngg11man 1'1·11d1d1J..11n 
sebagimana relah diubah dcngnn l',·mtumn 
Pcmcnmah Nomor 66 Tnhun :ZO IO 1cntm1g 
Pcngelolaan dan Prm elenggarann l't'ndid1lun. 

7. Peraturan Mcnteri Pend .dikan dan Kchuclavnii n 
Nomor 18 Tahun :.!O 16 tentang Prngt-111111111 
Lingkungan Sekolah, 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan t-ehudnJaan Nomnr 
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidiknn 
Dasar dan Mcnengah: 

9. Peraturan Men ten Pendidikan dan Kebudav aan 
Nomor I Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 
D1d1k Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah DaS111 
Sekolah Menengah Pertarna. Sekolah Men<'ng.1h Atn'I. 
Sekolah Mt-nengah Kejuruan: 

10 Peraturan Daerah Kabupaten Deh Serdang Nomor ,'3 
Tahun 20 I 6 ten tang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Oaerah Kabupaten Deli SrtCLmg 
s.ebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Darrah 
Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tnhun 2020 tentnng 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten [~Ii 
Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli 
Serdang 

11 Peraturan Mcnteri dalam Negen Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 rentang 
Perubnhan atas Peraturan Menteri dalnm Nq~en 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk 
Hukum Daerah , 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupan ini vang dimaksud dengan : 
l Bupau adalah Bupa11 Drh Serdang: 
2 Pernermtah Darrah adalah Pemermtnh l\abupaten Deb Serdang. 
3 Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Deli 

Serdang: 
4, Kepala Dmas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidlknn 

Kabupaten Deli Serdang: 
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan J)C'nd1d1ka11 

rnenyelenggarakan pendrdrkan pada jalur pendidikan formal dalam 
jenjang dan jenis pendidikan. 

6. Tarnan Kanak Kanak yang selanjutnva disingkat r,.; adalah salah 
c;.,cu benruk Sekolah anak usia dim pada jalur pendidikan formal; 

7 Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD. adalah salah satu 
bentuk saruan pendidikan formal vang menyetenggarakan 
pendidikan umum pada jeniang pendidikan dasar; 

8 Sekolah Menengah Penama yang selanjutnyn disebut SMP, adalah 
salah satu bentuk pendtdikan formal )·ang men) elenggarakan 
pendidrkan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan 
dan SD.Ml, atau bentuk lam )ang sederajat atau lanjutan dari hasil 
belajar yang diakui ~'lma/~tara SD atau Ml; 

9 Penenrnaan Peserta Didik Baru selanjumya disingkat dengan PPOB 
adalah kegiatan penenrnaan calon peserta didik yang mernenuhi 
persyaratan untuk diterima sebagni peserta didik baru pada Satuan 
Pendidikan: 

10 Caton Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah 
calon peserta didik _,ang mcndafrar pada PPDB Onhne atau offline. 

11 Zonasi adalah jarak terdekat tempat tmggal calon peserta didik 
dengan satuan pendrdrkan, 

12. Afirmasi adalah ·alon peserta didik \ang berasal dan keluarga 
ekonomi tidak mampu yang memenuhi persyaratan: 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Ml-:MUTUSl\i\N: 

Mrnetapkan , PERATURAN BUPAT! TENTANCi PENERIMi\AS PESERTA 
DIDJJ.: 8,\RU I ADA TAM,\N K \N \K·I\\Nr\l\, SEKOL..\11 
D.\SAR. DAN SE"OLAH MENE:"IGAH PERT,\M \ 

3. 

Surat Eda R h ran Menten Pe11d1d1knn dan l-.:rbud,1\11,111 
K e~u hk fnclonei;ia Nornor I Tahun 2020 1<•11t,i11g 
/ uaJ.:an ~krdl'ka Uel.1.Jar dnlnm l'1•nrntu,m 
p elulusan l'tl!t'rt:t D1d1k clan Prl,tk~1.nnan 
<'nt'nmaan Peserta D1d1k Baru Tnhun \Jaran 

2020/2021: 

Surat Edaran Men ten Pendrdikan dan Kt'budm aan 
R<"pubhk lndonesm Nomor J Tahun :1021 t1•nt,111g 
Pelaksan11an Penerimaan F\'~rta Didrk Baru, 

2 



Pasal 3 
Penenmaan Peserta D1d1k Baru dilaksanakan secara: 
a. Objekuf; 
b. Transparan; dan 
c. Akuntabcl; 

Peraturan Bupati ini bertujunn untuk mernberikan kesernpatan yang 
seluas luasnva kepada seriap warga negara agar memperolch layanan 
pemlidikan cepat transparan, adil, clapat dipcnanggungjav al:kan dan 
tanpa desknminasi sehingga mendorong peningkatan dnn pemerataan 
akses serta mutu layanan pendidikan di Kabuparen Deli Serdang, 

Pasal 2 

BABD 
TUJUANDAN 

TATA CARA PENERJMAAN PESERTA DIDIK BARU 

1 J Prrp111d11han Tugas o Tu 
\ftn{I. di rin 1. h rang n adalah orang Illa calor I) serta drdik 
;_. d I < •1 tugaskan knrena penmah jabaran ch Kubu p.uen Deh ovr ang m I .\ K r e ipuu 1 nggota Tentara 'as,onal lndone-o, fTNIJ vnggota 
p epo isian Repubhk lndone:.ia (POLRI). Pegawai Nrgc·n S;p,1 (PNS) 
<'menntah Pusai, Karyawan Badan Usaha Mihk Negara (BUMt'.J 

dan Perusahaan Swasta dengan melampirkan Surat Keputusan 
Pindah Tugas atau dokumen lain) ang sejems: 

14. lnklust adalah war· Kabupaten Deli Serdang berkebutuhan khusus 
yang chbukllknn dengan surat kererangan dnn psikolog dan dapat 
mrng1kuti proses p,·1•1belajnmn secara rvguler; 

15. Prestasi Akadermk adalah prestas: ,ang diperoleh calon peserta 
didik melalui proses petnbinaan }a,;g sebagian bcsa:: dan proses 
pernbelajaran t Kurikulen; 

16. Prestast Nonakndemik adalah prestasi \ang diperoleh calon peserta 
didik mclahn proses pernbinaan yang sebagi.m b1·S1r dan proses 
ekstrakunkuler clan substansi pendidikan yang datanya b••rsumber 
dan satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara 
onhr· 

17. Kartu Keluarga atau )8118 dismgkat KK adalah Kartu ldenutas 
Keluarga ,ang memuat data tentang susunan. hubungan, dan 
jumlah anggota kelunrga; 

18. Dormsih adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir 
dalam hubungannya dengan pelaksanaan pernenuhan kewajiban: 

19. Data Pokok Pendidikan, selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu 
sisiem pendataan ynng dikelola oleh Kt'mentrrian Pendidrkan dan 
Kebudavaan )11118 rnernuat data satunn pendidrkan, peserta didik. 
pendidrk dan tenaga kependidikan, 

20 Romlxmgan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar 
pada satuan kelas, 

21. \nggaran Pendaparan Belanja Oaerah ) ang selanjutnya disingkat 
dcngan APBD adalah Anggaran Pendapatan Belan;a Daerah 
Kabupaten Deh Serdang: 

I 



Paul 10 
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) atau benruk lain 
sang sederajat: 
a. Berusia paling tinggi 15 [lima belas] tahun pada tanggal I Juli 2021: 
b Telah _mem ele~kan kelas 6 (enam) SD a tau bentuk lain \'ang 

sederejat dibuktikan dengan hjazah/Surat Tanda Tamar BelaJm 
(STTl3) SD atau bentuk lam yang sederajat, 

Paaal 9 
(I) Persvaratan calon peserta dtdik baru kelas I [satu) SD atau bentuk 

lam ~ ang sederajat: 
a Calon peserta dtdik baru yang berusia 7 [tujuh) tahun wajib 

duerima sebagai peserta didrk: 
b Colon peserta didik baru berusia paling rendah 5 [lirnal Tahun 6 

(enam) bulan pada tanggal I Juli tahun 2021: 
(2) Pengecuahan syarat usra paling rendah 5 (hma) tahun 6 (enam) 

bulan sebagaimana dikmaksud pada avat (l) huruf b dipergunakan 
bagi calon peserta drdik yang memrhki kecerdasan istimewa/bakat 
isumewa atau kesiapan belajar yang drbuktikan dengan rekornendasi 
trrtuhs dan psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang 
bersangkutan: 

131 K1·tentuan padn l\)8l (II dan avat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
batas dava tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajnr 
yang ada pada peraturan perundang undangan, 

Paul 8 
Persvarruan calon peserta die ik baru pada TK adalah : 
a. Berusia 4 [ernpat] tahun sampat dcngan 5 [lirna] tahun untuk 

kclornpok A; 
b Berusia 5 (lima) tahun sarnpai dcngan 6 (enam) tahun untuk 

kelompok F3. 

Pasal6 
Pelaksanaan PPDB Oanng/01,lmr d1 nu r lrb1h lanjut dalarn l't·tunJuJ.. 
Tekrus ~ang ditetapkan oleh "c·pala D111ns Prnd1d1kan 

Pual 7 
Ill Pelaksanann PPDB untuk seuap jenjang pendidrkan ditentukan 

secara serentak menjelang dimulainva tahun pelajaran baru dan 
duetapkan oleh Kepala Dmas Pendidrkan. 

(2) Dalam ha! sekolah swasta mendahului PPDB seba.gaimana 
dimaksud pada amt (I) maka pendaftaran peserta didik .baru 
dilaksanakan paling cepat 2 (dun) bulan sebelum tahun pelajaran 
baru dnn harus mendapat izin dari Kepala Dmas Pendidikan; 

Pasal 5 
( 11 PPOB Danng/Onhne dip--u -ir.ikkan pada J<'rlJrmg SMP: 
(21 l'PDB Luring/Offlme diperuntukkan padn jenjang T"/SD: 

) Pasal 4 
I en}elenggnraan PPDB dilaksanakan rnelalui jalur zonasr, pn-srasi, 
afirmas1. dan perpmdahan tugas orang tua, 

BABIU 
JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 



(I) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemenntah Daerah atau Sekolah 
Negen wajib menenma calon peserta dichk yang berdorn s11i pada 
radius zona terdekat dan sekolahnya: 

(21 Sekolah .)&ng diselengg:m1kan oleh J)f'menmah daerah dapat 

t, 

Pua.I 17 
Kerentuan seleksi dan perulaian prestsi dibidang akadernik dan non 
akademik selanjutnya diatur lebrh lanjut dalam Petunjuk Teknis Jang 
ditetapkan oleh Kepala Dmas Pendidikan: 

Pasal 18 

Pasal 16 
Seleksi calon peserta didik baru kelas • [tujuh] SMP atau bentuk lain 
)Ong sederajat mempertimbangkan knreria dengan urutan pnontas 
sesuai dengan da)tt tnmpung berdns nr• :an kerentuan rombongan belajar 
sebagai berikur: 
a Jarak tempat unggal ke sekolah ~s, c dengan kerer uan zo nac:1 
c. Prestasi dib1dang akademik clan non-akadernik yang diakui, 

Pasal 15 
(I) Seleks: calon peserta dulik baru kela:\ I [satu] SD a tau bentuk lain 

sederajat rnempertimbangkan krireria dengan urutan pnoritas sesuai 
dengan dava tampung berdasarknn ketentuan rombongan belsjar 
sebagai berikut 
c. usia sebagannana dirnaksud dalarn Pasal 10 huruf a: 
d jarak ternpat tmggal kt sekoluh sesuai dengan k rentuan zonasi: 

(21 Dalam seleksi calon peserta drdik ban kelas l satu] SD atau bentuk 
lam ~ ang sederajat sebagaimana dimaksud pada a vat f I) tidak 
dilakukan tes membaca menulis. dan atau berhitung; 

Pasal 14 
Sclt'ksa calon J)('SE"na didik baru Tx mernpertimbangkan kritena dengan 
urutan pnontns sesuai dengan dava tampung berdasarkan ketentuan 
rombongan belnjar sebagai berikut 

a usia sebagaimana dimaksud d lam Pasal 9, 
b jarak tempat tmggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi, 

, 

Pasal 13 
(II Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya rampung disatuan 

pendidikan maka dilakukan seleksi: 
(2) Pnontas utama dalam proses seleksi sepern ) ang dimaksud aJ at f 11 

adalah penduduk Kabuparen Deh Serdang. 

Ketentuan terka t 1 ~rs\aratan I memiliki sernfikat basil UJ1an 
~tau ~ang ~Jenisma sebagaimana dunaskud dalam Pasal 9, Pasal JO, 

an I asal I I udak beriaku kep, 1a I serta didfk rnng berkehutuhan 
khUSU\" • 

Pasal 12 

S\arat Pasal 11 
d1huk11k~~k1d<'n~a~~:1~ drmaksud dalarn Pns.11 9 dan Pasal JO 
d1kC"luarkan ol h h . claharan atau surat keterangan lalur \ang 
Lurah/K<"pala 0: pi ak yang . bt·n1t'nang dan drlegalisir oleh 

"-1 setempar ~'-Ua1 dengan dorrusib calon peserta didik; 
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Pual 21 
(II Perpindnhan peserra didik antar sekolah dalam Kota, dan dart luar 

kot.r/provmsi dilakaanakan aras dasar persetujuan kepala sekolah 
asal dan kepala sekolah yang dituju; 

(2) Dalarn hal rerdapat perpindahan peserta drdik sebagaimana 
dirnaksud pada aynt (I J, maka calon peserta didik harus sudah 
mempunvai Laporan Hasrl Belajar paling sedikit I (satu) semester: 

(3) D.alam haJ terdapat perpmdahan peserta didik sebagaimana 
dimaksud pada ayat I (satu) maka sekolah yang bersangkutan wajib 
mernperbarui Data Pokok Pendidikan (DapodikJ; 

(4) Perpinda?an Peserta. drdik wajib memenuhi ketentuan persy aratan 
PPOB, Sistem Z?nas1, dan rombongan belajar yang dratur dala 
peraturan Bupati rn1• - m 

BAB IV 
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

Paaal 20 
11 81.1 a sosialisast PPDB vang disclcnggarakun oleh Dmas Pendrdikan 

drbebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD tahun 
ber vlan: 

(:.!) Bia)a dalam pelaksanaan PPDB dan pendataa, ulang pada sekolah 
vang menerrrna Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 
dibebankan pada dana BOS, 

Paaal 19 
(1 I Daftar ulang drlakukan oleh rnlon peserta didrk baru \ ang telah 

duerima untuk mernasnknn suuusnva scbaga1 pescrta drdrk pada 
sekolah 1ang bersangkutan: 

{2) Pendatnun ulnng dilakukan oleh n .. dan sckolnh unruk memnsttknn 
status peserta drd1k lama pada St'kol,th vang bersangkut,m: 

(J) Calon Pcserta didik ,ang telah dimntakan d11erima sarnpai barns 
waktu 1ang telah duentukan tidak melakukan daftar ulang d1anggap 
rnengundurkan diri dan tempatma dapat dusi calon vang lain. 

(4) pengisian calon peserta didik akibat kurangnya daHI tampung diatur 
lebih l11n1ut dalarn Petunjuk 'Teknis yang diretapkan oleh Kepala 
Dmas Prnd1d1kan, 

!SJ 81a\11 daftar ulang atau pendaraan ulnng tidak dipungut dan ()('serta 
didrk: 

mr11rr ima calon pesert d d cl,m sek I h d 8. 1 ik \11ng IJ(onlom1s1h diluar rontt 1r1drko1 
· 0 a cngan p<'rtm1banRan: 

a Perpmdaban d I om1,11 orang 1ua/,1al1 calon peserta didik ak1hat 
rnenjalankan tugas negara ; 

b Jumlah pendaJtar dan zona tcrdekar tidak memenuhi dava 
tarnpung yang tersedia disatuan pendidikan tersebut: 

(J) h.t't.rntuan jalur zonasi. afirmasi, prestasi dan perpind .. han di, tur 
lebih lanjut pada Petunjuk teknis dan diretapkan oleh kepala Dmns 
Pendidikan; 



Pasal 26 
( I) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPBD dan perpindahan 

peserta didik antar sekolah kepada Dmas Pendidikan sesuai dengan 
kewenangannya; 

(2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan PPBD paling sedikit I (satu] kali dalam satu tahun: 

(J) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam 
pelaksanaan PPBD melalui laman hNp.d111aspendidikan. 
cleliserdanqJ.:ab.qo.id Dengan mencantumkan identitas vang jelas; 
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BAB VI 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Paul 25 
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan jumlah 
rombongan belajar pada satuan pendidrkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikecualikan untuk alasan khusus yang 
ditetapkan melalui Keputusan Bupari: 

Pasa124 
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebaga: berikut: 
ft. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) clan paling banyak 24 (dua 

puluh empat} Rombongan Belajar, masing masing tmgkat pahng 
banvak 4 [ernpat] rombongan belajar: 

b SMP berjumlah paling sedikit 3 (uga) dan paling banyak 33 (tiga 
pulu It nga] Rombongan Belajar, masing masmg tmgkat paling 
banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar; 

Pasal 23 
Jumlah peserta didik dalam satu romhongan belajar diatur sebagai 
berikut. 
a SD dalam satu kelas berjurnlah paling banyak 28 (dua puluh 

delapan) peserta didik. 
b SMP dalam satu kelas berjurnlah paling banyak 32 (tiga puluh dual 

peserta drdik: 

BABV 
ROMBONGAN BELAJAR 

Paaal 22 

I I I Peserta didik J·a1 d dik dite . ur pen 1 1 can nonformal dan informal dapat 
_ nma di SD tidak pada awal kelas I [satu] setelah lulus res 

kela~akan dan penempatan )ang diSt'lenggamkan oleh SD \'ang 
bersangkutan; · 

(2) P~sena d!dik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat 
diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi 
persyaratan: 
a. Memiliki ijazah kesetaraan program pakei A: dan 
b. Lulus tes kelavakan dan penernpatan .\an& diselenggarakan oleh 

SMP _\ang bersangkuran, 



Pasal 31 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis 
pelaksanaannva akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dmas Pendidikan; 

Paaal 30 
Pada saat Peraturan Bupati iru mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 
53 Tahun 2020 tentang Penerimaan P<'S( rta Oidik Baru pada Tarnan 
Kanak-Kanak SP~olah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertarna dicubut 
dan din) atakan ridak berlaku 

BAB IX 
PENUTUP 

Paaal 29 
Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun a~aran 2021 /2022. ketentuan 
mengenai dornisili calon pesrta didik berdasarkan alamat pacla kartu 
keluarga arau surat keterangan dorrusrh dapat diterbitkan paling singkat 
6 (enamJ tahun sebelum pelaksanaan PPDB; 

Paaal 28 
Bagi Sekolah yang d1'-••lrngg,1rakan oleh masyarakat )an~ mcnenma 
dana bantuan operasional sekolah mulai tahun ajaran 2021 /'l.022 
\\I\Jib rnelaksanakan PPDB dirnulai pada bulan Mei: 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

c. Apabrla dalam 2 (dual tahun ajaran berikutnya saruan 
pendidikan secara berturut turut melakukan pelanggaran , rnaka 
izin operasronal sekolah dicabut: 

Pasal 27 
(I) Pelanggaran terhadap Peraruran Bupau tm dikenai sanksr sesuru 

dengan ketemuan peraturnn perundang - undangan: 
(2) P~langgaran terhadap pasal 7 mat 121 pada Peraturan Bupati ini 

diberikan !>.'U1ks1 berupa: 
a. Tegumn tertulis kepada sekolah untuk tidak mrn1,tul,111r.1 

pelnngganm PPDB pada tahun benkutnyn: 
b. Apabila pada tahun a '\ran berikutnv a melnkukan P<'hrnggaran 

kernbali rnaka izm operasional sekolah tidak akan diperpanjung: 
dan 

BAB VD 
SANKS I 

141 Lopomn ' ng udak mcncnntumkan identuas ynng ;elas udnk 
dttmdnklan;uu, 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAOIAN HUKUM ~3-~ - 

AWALUDDlN. SH 
NIP.19651231 198603 1 066 

Oiundangkan d1 Lubuk Pakam 
pada tanggal 19 April 202 l 
SEKRETA.RIS DAERAH KABUPATEN DELl SERDANO 

Ttd 

DARWIN ZEIN 
SERITA OAF.:RAH KABUPATEN OELl SERDANO TAHUN 2021 NOMOR 23 

ASRARI TAMBUNAM 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 19 April 2021 

BUPATIDELISERDAMG, 
Ttd 

Peraturan B . . Pa.al 3'.2 upati tm rnulai berlaku oad . ,.... ft tanggal diundangkan: 

Agar setiap oran m Peraturan Bupat ~ . engetahumya, memenntahkan pengundangan 
Kabupaten Deli ;~:~g~engan penernpatannya dalam Serita Daerah 


